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ABSTRAK 

 

Musya<rakah  adalah kerjasama pembagian keuntungan dan kerugian. Dalam 

sebuah aturan musyarakah keuangan, bank dan nasabah keduamya menyumbang 

modal dan keahlian mereka dalam sebuah proyek. Keuntungan dan kerugian akan 

dibagi secara normal berdasarkan sumbangan modal. Permasalahan yang dikaji 

dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja penyebab penanggungan risiko 

oleh nasabah dalam pembiayaan Musya>rakah di PT. BPRS Khasanah Umat 

Purwokerto? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan 

penanggungan risiko oleh nasabah dalam dalam pembiayaan Musya>rakah di PT. 

BPRS Khasanah Umat Purwokerto? 

Jenis penelitian dalam penulisan penelitian adalah penelitian lapangan (field 

research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan 

mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. 

Sedangkan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.Penelitian ini 

menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi 

penelitian dilaksanakan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penanggungan risiko 

oleh nasabah yaitu adanya biaya yang harus ditanggung oleh nasabah, adanya sanksi 

keterlambatan yang harus ditanggung oleh nasabah karena kondisi usaha yang 

dikelola oleh nasabah dan adanya jaminan berupa segala harta kekayaan yang 

dimiliki oleh nasabah. Dalam pelaksanaan akad musha>rakah di BPRS Khasanah 

Ummat belum sesuai dengan Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK no. 106 

mendefinisikan musya<rakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih 

untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi 

dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan 

sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. 

 

Kata Kunci : Penanggungan risiko, akad pembiayaan musya>rakah dan hukum Islam  
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MOTTO 

 

                       

   

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh 

sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, 

lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui. 

( Q.S 2 ayat 280) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia sekarang ini 

banyak berdiri lembaga-lembaga keuangan perbankan sebagai penunjang 

kestabilan perputaran uang dari masyarakat, mulai dari masyarakat golongan 

atas hingga masyarakat golongan bawah. Lembaga keuangan perbankan ini 

menerapkan konsep bagi hasil dalam bentuk mud}arabah dan musya>rakah.   

Konsep bank syari‟ah merupakan bagian dari konsep negara Islam, dan 

karena itu masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam 

ventura. Sedangkan bank umum dan bank perkreditan rakyat yang kegiatan 

usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan 

melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal ini bisa 

dilatarbelakangi oleh beberapa aspek; pertama, politik Islam yang belum kuat 

pada tahun 1990. Kedua, dari aspek hukum Islam. Ketiga, aspek regulasi kata 

“muamalat bagi hasil”sesuai dengan PP No. 72 Tahun 1992 tentang bank 

dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan penguat operasional bank 

syari‟ah.  

Peraturan pemerintah yang menyebut bank dengan prinsip bagi hasil, 

berdampak pada sebagian yang menyebut bank Islam dengan bank bagi hasil. 

Walaupun bank bagi hasil mekanisme pengambilan keuntungan menggunakan 
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profit and loss sharing keuntungan yang dibagi hasilkan secara bersama dan 

kerugian yang ditanggung bersama.
1
 

Terdapat tiga undang-undang yang menjadi landasan hukum perbankan 

syari‟ah di Indonesia, yaitu UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, UU No. 

10 Tahun 1998 tentang perbankan, dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syari‟ah. Bank diartikan sebagai modal yamg ditransfer dari pemilik 

yang tidak dapat menggunakan dana tersebut menjadi keuntungan profitable 

kepada pihak-pihak yang dapat menggunakan sehingga produktif bagi 

masyarakat banyak. Bank juga sebagai mediasi untuk investasi dengan suku 

bunga yang bijak. 

Musya>rakah atau syirkah adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau 

beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada beberapa orang, 

dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam 

menajemennya. Musya>rakah dapat digunakan dalam berbagai macam yang 

indikasinya untuk menghasilkan keuntungan (profit). Oleh karena itu kontrak 

musya>rakah dapat berlaku untuk tujuan jangka pendek (short period of time) dan 

jungka untuk jangka panjang (long period project), bahkan bisa berlaku untuk 

jangka waktu tak terbatas.
2
 

Secara bahasa Musya>rakah (kerja sama) adalah keikutsertaan dua orang 

atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan 

berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan 

                                                           
1
 Ahmad Dahlan, Bank Syari‟ah Teoritik, Praktik, dan Kritik: Buku Bacaan Akademisi, 

Pratisi, Serta Dewan Pengawas Syari‟ah (DPS), cet. I (Yogyakarta: Tera, 2012) hlm. 84.  
2
 Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi 

Kontemporer, terj. M. Ufuqul Mubin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 109 
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pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan.
3
 Atau akad 

kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing 

pihak memberikan konstribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan 

risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Adapun kerugian 

maka ditanggung oleh kedua belah pihak antara bank dan nasabah. Para ulama 

sepakat bahwa kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional 

terhadap saham masing-masing dalam modal. Mereka mendukung pendapat ini 

dengan perkataan Ali bin Abi Thalib R.A., “keuntungan harus sesuai dengan 

mereka yang mereka tentukan, sedangkan kerugian harus proporsional dengan 

modal mereka.”
4
 

Namun dalam praktek seringkali aturan tersebut tidak berjalan 

sebagaimana mestinya. Masalah muncul ketika akad pembiyaan musya>rakah 

tersebut pihak bank bahwa segala risiko perjalanan usaha ditanggung oleh 

nasabah (anggota). Maksudnya adalah apabila ada kerugian maka yang 

menanggung adalah pihak nasabah. Sedangkan risiko adalah kewajiban untuk 

memikul kerugian apabila terdapat kerugian diluar kesalahan salah satu pihak 

yang menimpa benda atau obyek dalam suatu kerja sama. Transaksi musyarakah 

dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan 

nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang 

melibatkan dua pihak atau lebih di mana secara bersama-sama memadukan 

seluruh bentuk daya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
5
  

                                                           
3
 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer( Hukum Perjanjian, Ekonomi, 

Bisnis, dan Sosial), (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm.151 
4
 Ibid, hlm. 157. 

5
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 238. 
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Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kerja sama dalam 

bank merupakan suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota yang 

berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif 

rendah dan bertujuan memejukan tingkat hidup bersama. Sedangkan risiko 

adalah suatu peristiwa yang tidak dikehendaki oleh semua pihak yang 

disebabkan karena keadaan yang memaksa (overmacht) di luar jangkauan para 

pihak. Bisnis yang dilakukan melalui aktifitas pembiayaan memang selalu 

berkaitan dengan risiko.
6
 

PT. BPRS Khasanah Ummat berkedudukan di Jl. Sunan Bonang No. 27 

Tambaksari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, didirikan sesuai akta 

pendirian No. 56 tanggal 24 Pebruari 2005. PT. BPRS Khasanah Ummat adalah 

lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan menghimpun dan menyalurkan 

dana. Penghimpunan dana diperoleh dari simpanan para nasabah dan penyaluran 

dana dilakukan dalam bentuk pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip 

syari‟ah. Pembiayaan yang dilakukan PT. BPRS Khasanah Ummat adakalanya 

mudārabah, yaitu BPRS sebagai pemodal penuh dan adakalanya menggunakan 

prinsip penyertaan modal atau musyārakah.
7
 

Namun demikian apakah penanggungan risiko oleh nasabah selama 

perjalanan usahanya boleh dilakukan menurut hukum Islam. Dalam hal ini pihak 

bank memperhatikan faktor-faktor risiko ditanggung oleh nasabah. Dengan 

adanya penanggungan risiko kepada nasabah apakah akad yang telah 

                                                           
6
 Herman Darmawi, Manajemen Risiko, cet. IX (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 19. 

7
 Wawancara dengan Ali Sukronudin (bagian Umum) pada tanggal 6 November 2015, pukul 

14.00 WIB. 
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dilaksanakan sah menurut hukum Islam. Praktek tersebut kadang memberatkan 

nasabah. 

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut penyusun tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Penanggungan Risiko oleh 

Nasabah Pada Akad Musya>rakah  Perspektif Hukum Islam (Studi di PT. BPRS 

Khasanah Ummat Purwokerto). 

B. Definisi Operasional 

1. Penanggungan Risiko 

Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, 

membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.
8
 Sedangkan, 

penanggungan risiko merupakan beban yang diberikan atas suatu peristiwa 

yang tidak dikehendaki oleh semua pihak yang disebabkan oleh keadaan di 

luar jangkauan para pihhak. Yang dimaksud penangnggungan risiko dalam 

penelitian ini adalah penanggungan risiko oleh nasabah terkait penyaluran 

dana dalam perbankan. 

2. Pembiayaan Musya>rakah 

Pembiayaan Musya>rakah adalah kerja sama antara dua pihak atau 

lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan 

kontribusi dana atau keahlian untuk melaksanakan suatu jenis usaha yang 

halal dan produktif, dengan tujuan memperoleh dan berbagi keuntungan. 

Pembiayaan musya>rakah dalam penelitian ini adalah produk pembiayaan 

                                                           
8
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Risiko”, kbbi.web.id, diakses pada Kamis 8 Oktober 2015 

pukul. 08.30 WIB. 
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musya>rakah di PT. BPRS Khasanah Ummat yang di dalamnya terdapat 

penanggungan risiko. 

3. Hukum Islam 

Hukum Islam adalah suatu produk hukum yang bersumber dari nash 

al-Qur‟an, al-Hadiš, Qiyas, Ijtihad para ulama dan kaidah fiqih untuk 

memutuskan suatu perkara mengenai status perkara hukum atau peraturan 

berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf 

(orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini 

berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.
9
 

Dalam hal ini hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini 

peneliti lebih memfokuskan pada buku-buku yang berkaitan dengan hukum 

mengenai penanggungan risiko oleh nasabah.  

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan pokok 

masalah sebagai berikut. 

1. Factor-faktor apa saja penyebab penanggungan risiko oleh nasabah dalam 

Pembiayaan Musya>rakah di PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penanggungan risiko 

oleh nasabah dalam dalam Pembiayaan Musya>rakah di PT. BPRS Khasanah 

Ummat Purwokerto? 

 

 

                                                           
9
 Pius. A. Pratanto. M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah, (Surabaya: Arkola, 2001) hlm. 592. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor penyebab 

penanggungan risiko oleh nasabah dalam dalam Pembiayaan 

Musya>rakah di PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto 

b. Untuk menganalisis dan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan 

penanggungan risiko oleh nasabah dalam dalam Pembiayaan 

Musya>rakah  di PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto 

2. Manfaat Penelitian  

a. Teoritis  

Untuk mengetahui pelaksanaan sistem dalam Pembiayaan 

Musya>rakah di PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sudah sesuai 

menurut hukum Islam atau belum. 

b. Praktis  

Sebagai bahan informasi ataupun rujukan bagi siapa saja yang 

ingin mengetahui secara mendalam tentang pelaksanaan penanggungan 

risiko dalam dalam Pembiayaan Musya>rakah di PT. BPRS Khasanah 

Umat Purwokerto dalam perspektif hukum Islam.  

E. Kajian Pustaka  

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan perbankan. Permasalahan 

dalam pembiayaan di PT. BPRS Khasanah Umat Purwokerto terutama mengenai 

musya>rakah banyak dibahas dalam berbagai buku. Untuk mendukung 

pembahasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan di atas, penyusun 
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berusaha melakukan penelitian terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan 

musya>rakah. Oleh karena itu penyusun berpendapat bahwa penelitian ini sangat 

penting dilakukan dan dikaji lebih dalam. 

Dalam bukunya Sentosa Sembiring yang berjudul Hukum Perbankan 

Edisi Revisi menjelaskan bahwa hubungan antara bank dan nasabah didasarkan 

kepada suatu kepercayaan yang diikat dlam perjanjian tau kontrak. Adapu  

perjanjian antara bank dengan nasabah pada umumnya sudah dibuat dalam 

bentuk kontrak standar (standarized contratct). Hal ini berarti, sesuai dengan 

hakikat kontrak, para pihak dalam hal ini bank dan nasabah mempunyai hak dan 

kewajiban dalam mengadakan hukum yang dimaksud.
10

 

Kemudian Herman Darmawi dalam bukunya Manajemen Risiko 

Menjelaskan Risiko adalah suatu peristiwa yang tidak dikehendaki oleh semua 

pihak yang disebabkan karena keadaan yang memaksa (overmacht) di luar 

jangkauan para pihak. Bisnis yang dilakukan melalui aktifitas pembiayaan 

memang selalu berkaitan dengan risiko.
11

 

Selanjutnya, dalam fatwa Dewan Syari‟ah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia no:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musya>rakah bahwa 

kerugian harus dibagi di atas para mitra secara profesional menurut saham 

masing-masing dalam modal.
12

 Musya>rakah  pada dasarnya adalah akad kerja 

sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-

                                                           
10

 Sentosa Semniring, Hukum Perbankan Edisi Revisi (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 

168-169. 
11

 Herman Darmawi, Manajemen Risiko, cet. IX (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 19 
12

  Fatwa Dewan Syari‟ah  Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 08/DSN-MUI/IV/2000 
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masing pihak memberikan konstribusi dana dengan kesepakatan, bahwa 

keuangan dan risiko ditanggung bersama.
13

 

Kemudian menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Al-Sunnah, syirkah 

ialah:  

 عَقْدٌ عَيْنَ اْلمُتَشَاِر كَيْنَِ فى رأَْسِ اْلمَاِل وَالرَّبْحِ 
 

“Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan 

keuntungan.”
14

 

 

Adapun yang dijadikan dasar hukum adalah Al qur‟an surah An-Nisa>  ayat 

12:  

        

       Mereka bersekutu dalam yang sepertiga  

Selanjutnya Zuhri Muhammad dalam bukunya Riba Dalam Al-qur‟an dan 

Masalah Perbankan: Sebuah Tilikn Antisipatif, menyebutkan unsur-unsur yang 

terdapat dalam kerja sama syirkah adalah sebagai berikut:  

1. Adanya perkongsian dua pihak atau lebih  

2. Adanya kegiatan dengan bertujuan mendapatkan keuntungan 

3. Adanya pembagian laba atau rugi secara profesional sesuai dengan perjanjian  

4. Tidak menyimpang dari ajaran agama Islam.
15

 

                                                           
13

 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syari‟ah dan Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2004), hlm. 129. 
14

 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 294.  
15

 Zuhri Muhammad, Riba Dalam Al-qur‟an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikn 

Antisipatif, cet I,(Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm.162. 
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Kemudian dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh Muamalah 

menjelaskan bahwa cara membagi keuntungan atau kerugian syirkah tergantung 

besar atau kecilnya modal yang mereka tanamkan.
16

 

Selanjutnya Mardani dalam bukunya Fiqh Ekonomi Syari‟ah, 

menjelaskan bahwa bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah 

(syirkah/syarikah). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak 

yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara 

bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di 

mana secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk daya, baik yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud.
17

  

Kemudian, dalam bukunya Ahmad Dahlan dengan judul Teori, Praktek, 

Kritik menjelaskan bahwa perjanjian pembiayaan akad musya>rakah selesai sesuai 

dengan nota perjanjian atau satu pihak mengakhiri dengan beberapa alasan 

peraturan atau peundang-undangan yang berlaku. Pada akhir perjanjian, modal 

bank dan nasabah akan dikembalikan. Penyusutan atas nilai modal atau aset 

barang akan ditanggung bersama, kelebihan atas nilai modal dan asset akan 

dibagi bersama.
18

 

Kemudian Muhammad dalam bukunya Model-Model Akad  Pembiayaan 

di Bank Syari‟ah menjelaskan pada bagian aspek teknis perbankan syari‟ah 

bahwa bank adan nasabah menanggung kerugian secara proporsional sesuai 

modal masing-masing. Dalam hal terjadi kerugian karena kecurangan, kelalaian 

                                                           
16

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 132. 
17

 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 238. 
18

 Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teori, Praktek, Kritik (Yogyakarta: Teras, 2012) hlm. 176.  
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atau menyalahi perjanjian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak yang 

melakukan hal tersebut.
19

 

Selanjutnya dalam bukunya Cholil Nafis dengan judul Teori Hukum 

Ekonomi Syari‟ah menjelaskan bahwa prinsip perbankan syari‟ah yang paling 

menonjol adakah pada sistem profit-lost sharing. Sistem ini didasarkan pada 

kaidah yang terjadi dalam fiqh muamalah, yaitu: no return without risk atau al-

Ghunmu bi al-Ghurmu (keuntungan karena tanggung jawab risiko). Hal ini 

menunjukkan bahwa keuntungan tidak boleh dituntut tanpa ada kemungkinan 

memnaggung risiko. Implikasi dari prinsip ini mendukung berbagai kegiatan 

investasi dan ekonomi yang akan memberikan dampak positif pada ekonomi riil 

berdasarkan keadilan sebagai investor dan pengelolanya.
20

 

Kemudian Sobari Sahrani dan Ru‟fah Abdullah dalam bukunya Fikih 

Muamalah Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum menjelaskan 

bahwa salah satu syarat yang berhubungan dengan syirkah menurut Hanafiyah 

menjelaskan bahwa sesuatu yang bertalian dengan bentuk syirkah, baik dengan 

harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat yaitu: a) 

berkenaan dengan benda, maka benda yang diakadkan harus dapat diterima 

sebagai perwakilan dan b) berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian 

keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, 

sepertiga dan seterusnya.
21

 

                                                           
19

 Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Yogyakarta: UII Press, 

2009) hlm. 122.  
20

 Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 

2011), hlm. 140. 
21

 Sobari Sahrani dan Ru‟fah Abdullah, Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa 

UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umun (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) hlm. 179. 
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Selanjutnya Ismail Nawawi dalam bukunya Fikih Muamalah Klasik dan 

Kontemporer menjelaskan bahwa para ulama sepakat bahwa kerugian harus 

dibagi di antara para mitra secara proporsional terhadap saham masing-masing 

dalam modal. Mereka mendukung pendapat ini dengan perkataan Ali bin Abi 

Thalib R.A., “keuntungan harus sesuai dengan mereka yang mereka tentukan, 

sedangkan kerugian harus proporsional dengan modal mereka.”
22

 

Kemudian dalam Modul Sertifikasi Pembiayaan Syari‟ah yang berjudul 

Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syari‟ah menjelaskan bahwa untuk 

kepentingan manajemen risiko, sistem informasi mengenai profil dan kondisi 

nasabah dibutuhkan demi menentukan profil risiko kredit nasabah. Selain itu, 

informasi kualitas nasabah diperlukan untuk sinkronisasi penilaian kualitas 

nasabah di antara bank pelapor.
23

 

Selanjutnya Mervyn K. Lewis dan Lativa M. Algaoud dalam bukunya 

Perbankan Syari‟ah menjelaskan ketika dua orang atau lebih menggabungkan 

sumberdaya mereka untuk menanamkan investasi dalam sebuah perusahaan, 

maka sebuah kemitraan musya>rakah pun terbentuk sesuai dengan hukum Islam. 

Dalam kategori kemitraan ini, manajemen dan partisipasi ditetapkan atas semua 

mitra, baik semua mitra benar-benar berpartisipasi dalam manajemen ataupun 

tidak.
 24

 

                                                           
22

 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012), hlm. 157. 
23

 Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah Modul Sertifikasi 

Pembiayaan Syariah I (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015) hlm. 204. 
24

 Mervyn K. Lewis dan Lativa M. Algaoud, Perbankan Syariah (Jakarta: Serambi Ilmu 

Semesta, 2001) hlm. 46. 
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Kemudian, dalam bukunya Hennie Van Greuning dan Zamir Iqbal yang 

berjudul Analisis Risiko Perbankan Syari‟ah menjelaskna bahwa dalam 

musya>rakah terdapat subklasifikasi lebih dalam mengenai kemitraan berkenaan 

dengan tingkat kewenangan dan kewajiban dari para mitra dan jenis 

kontribusinya, seperti keterampilan manajemen atau goodwill.
25

 

Selain itu, penulis juga mendapati beberapa penelitian terdahulu yang 

membahas mengenai penanggungan risiko dan pembiayaan akad musya>rakah 

yaitu: 

Skripsi Hastin Tafrihana Pratiwi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

Tentang Penanggungan Risiko Barang Jaminan Pada Pegadaian Syari‟ah” hasil 

penelitian menunjukkan bahwa barang jaminan pada pegadaian syari‟ah telah 

sesuai dengan hukum Islam, namun sebenarnya dalam hukum Islam tidak 

terbatas pada barang bergerak saja tetapi juga barang tidak bergerak. 

Penanggungan risiko barang jaminan pada pegadaian syari‟ah telah sesuai 

dengan syariat hukum Islam bahwa jika marhun rusak atau hilang yang 

disebabkan oleh kelengahan murtahin, maka murtahin menanggung risiko, 

memperbaiki kerusakan atau mengganti kehilangan.
26

 

Kemudian dalam Skripsinya Sri Watiningsih dengan judul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Penanggungan Risiko Oleh Nasabah Pada Pembiayaan 

Musyārakah Di BMT Multazam Yogyakarta” menyimpulkan bahwa BMT dalam 

hal penanggungan risiko ini, pihak BMT memberi kelonggaran waktu dalam 

                                                           
25

 Hennie Van Greuning dan Zamir Iqbal, Analisis Risiko Perbankan Syariah (Jakarta: 

Salemba Empat, 2011) hlm. 25. 
26

 Hastin Tafrihana Pratiwi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungan Risiko Barang 

Jaminan Pada Pegadaian Syariah”(online), Skripsi: UNS, 2011, hlm. v.  
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menangani pembiayaan bermasalah karena adanya halangan dalam usaha. 

Nasabah diwajibkan untuk mengembalikan modal sepenuhnya yang dipinjamkan 

oleh BMT akan tetapi tidak dengan bagi hasilnya. Pelaksanaan pembiayaan 

musyārakah di BMT Multazam tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan 

pembiayaan musyarakah di BMT Multazam lebih cenderung ke pembiayaan 

mudarabah. Modal 100% dari pihak BMT dan nasabah menggunakannya untuk 

menjalankan usahanya.
27

 

Selanjutnya dalam skripsinya Khusnudin dengan judul “Implementasi 

Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Suriyah Cilacap”, menyimpulkan 

bahwa implementasi manajemen risiko pembiayaan pada BPRS Suriyah Cilacap 

telah tersusun cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari susunan organisasi yang 

terstruktur dengan pembagian kerja (job description) yang jelas dan susunan 

manajemen risiko yang rapi pula yaitu diawali dengan identifikasi, 

pengklasifikasian nasabah, penanganan, evaluasi dan hapus buku.
28

   

F. Sistematika Pembahasan  

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam 5 bab. Agar 

pembahasan ini dapat dikaji secara sistematis, maka penyusun memaparkannya 

sebagai berikut:  

Bab I, Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.  

                                                           
27

 Sri Watiningsih dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggungan Risiko 

Oleh Nasabah Pada Pembiayaan Musyārakah Di BMT Multazam Yogyakarta” (online), Skipsi: 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, 2009, hlm. xiv. 
28

 Khusnudin, “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaam di BPRS Suriyah Cilacap”, 

Skripsi: STAIN Purwokerto, 2012, hlm. v.  
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Bab II, definisi dan landasasan musya>rakah dalam hukum Islam yang 

dijadikan pedoman untuk mengungkap permasalahan dalam penelitian ini. Bab 

ini berisi tentang tinjauan umum musya>rakah yakni pengertian, jenis-jenis dan 

syarat syirkah. Disamping itu juga, bab ini akan dijelaskan tentang kedudukan 

dan fungsi akad, serta risiko pembiayaan. 

Bab III, metode penelitian mengenai pemaparan metode yang digunakan 

peneliti untuk mencari berbagai data, yang meliputi jenis penelitian, sumber 

penelitian, subjek dan objek penelitian serta alat analisis yang digunakan.  

Bab IV, Gambaran umum PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto 

dengan segala hal yang berkaitan, mencakup sejarah berdirinya PT. BPRS 

Khasanah Ummat Purwokerto, visi dan misi, status dan badan hukum PT. BPRS 

Khasanah Ummat Purwokerto, produk-produk yang ditawarkan PT. BPRS 

Khasanah Ummat Purwokerto, struktur fungsional PT. BPRS Khasanah Ummat 

Purwokerto, sistem pengambilan dan pengembalian pembiayaan termasuk juga 

didalamnya tentang pelaksanaan penanggungan risiko pada pembiayaan 

musya>rakah di PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, serta analisis 

kesesuaian tentang penerapan produk musya>rakah dengan hukum Islam. Dalam 

baba ini pula memuat analisis dari segi faktor penyebab penanggungan risiko 

oleh nasabah pada pembiayaan musya>rakah di PT. BPRS Khasanah Ummat 

Purwokerto serta dari segi akad. 

Bab V, penutup yang mencakup kesimpulan dari pembahasan, saran-saran 

serta kata penutup sebagai akhir dari pembahasan. 
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Pada bagian akhir skripsi, penyusun cantumkan daftar pustaka yang 

menjadi referensi dalam penyusunan skripsi ini, beserta lampiran-lampiran yang 

mendukung serta daftar riwayat hidup penyusun. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan pemaparan di atas mengenai Pelaksanaan Penanggungan 

Risiko oleh Nasabah dalam Pembiayaan Musya>rakah Di PT. BPRS Khasanah 

Ummat, maka dapat disimpulkan: 

1. Faktor-faktor penanggungan risiko oleh nasabah yaitu, pertama adanya biaya 

yang harus ditanggung oleh nasabah demi terlaksananya akad musya>rakah. 

Kedua, adanya sanksi keterlambatan yang harus ditanggung oleh nasabah 

karena kondisi usaha yang dikelola oleh nasabah. Ketiga, adanya jaminan 

berupa segala harta kekayaan yang dimiliki oleh nasabah sehingga 

berdasarkan faktor-faktor tersebuk maka pembiayaan musya>rakah belum 

sesuai dengan hukum Islam. Mengingat  

2. Dalam pelaksanaan akad musya>rakah di PT. BPRS Khasanah Ummat belum 

sesuai dengan Dewan Syari‟ah Nasional MUI dan PSAK no. 106 

mendefinisikan musya<rakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau 

lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan 

kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan 

kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. 

B. Saran  

1. Lebih selektif dalam menerima calon nasabah yang akan mengajukan 

pembiayaan dan mempertegas sanksi atas keterlambatan pembayaran angsuran. 
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2. Pihak  PT. BPRS Khasanah Ummat harus memberikan pemahaman kepada 

nasabah terkait produk yang akan dipilihnya.  

3. Dari perspektif Profit and Loss Sharing (PLS) mereduksi menjadi Profit 

Sharing (PS) karena tidak mungkin bank akan atau mau dirugikan. Dalam fiqh 

muamalah disebutkan bahwa seharusnya dalam pembagian keuntungan dan 

kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional terhadap saham 

masing-masing dalam modal. Kecuali  melakukan side  streaming, maka pihak 

yang melakukannya  yang menanggung risiko yang mungkin  timbul.  
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